PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 84 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
DAN PEMERI NTAH NEGARA QATAR MENGENA
PENI NGKATAN DAN PERLI NDUNGAN ATAS PENANAVAN MODAL
( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLI C OF | NDONESI A
AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR
THE PROMOTI ON AND PROTECTI ON OF | NVESTMENTYS)

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a. bahwa di Doha, Qatar, pada tanggal 18 April 2000 Penerintah
Republ i k Indonesia telah nenandatangani Persetujuan antara
Penerintah Republik Indonesia dan Penerintah Negara Qatar
mengenai Peni ngkatan dan Perlindungan atas Penananan Modal
(Agreenent between the Governnent of the Republic of
| ndonesia and the Governnment of the State of Qatar for the
Pronmotion and Protection of Investnents), sebagai hasil
perundi ngan antara Del egasi-del egasi Penerintah Republik
| ndonesi a dan Penerintah Negara Qatar;

b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu nengesahkan Persetujuan
t ersebut dengan Peraturan Presiden

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
| nt er nasi onal (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2000
Nonor 185, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor
4012);

3. Undang- Undang Nonmor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2004 Nonor 53, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4389);

VEMJTUSKAN:

Menet apkan:

PERATURAN  PRESI DEN  TENTANG  PENGESAHAN  PERSETUJUAN  ANTARA
PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A DAN PEVERI NTAH NEGARA QATAR MENGENA
PENI NGKATAN DAN PERLI NDUNGAN ATAS PENANAVAN MODAL ( AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF | NDONESIA AND THE
GOVERNMVENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE PROMOTI ON AND PROTECTI ON
OF | NVESTMENTS) .

Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Penerintah Republik Indonesia dan

Peneri ntah Negara Qatar nengenai Peni ngkatan dan Perlindungan atas
Penanaman Modal (Agreenent between the Governnent of the Republic



of Indonesia and the Governnent of the State of Qatar for the
Pronot i on and Protection of I nvest nent s), yang tel ah
di t andat angani pada tanggal 18 April 2000 di Doha, Qatar yang
sal i nan naskah aslinya dalam Bahasa |ndonesia, Bahasa Arab, dan
Bahasa Inggris sebagaimana terlanpir dan nerupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nmener i ntahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatannya dal am Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.

DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
ANDI  NMATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2007 NOMOR 95

PERSETUJ UAN
ANTARA
PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
DAN
PEMERI NTAH NEGARA QATAR
MENGENAI  PENI NGKATAN DAN PERLI NDUNGAN
ATAS PENANAVAN MODAL

Penerintah Republik Indonesia dan Penerintah Negara Qatar
sel anj ut nya di sebut sebagai "Para Pi hak";

Ber kei ngi nan untuk neni ngkat kan Kerjasanma Ekonom antara dua
negara khususnya nengenai penananan nodal ol eh para penanam noda
dari satu Pi hak di wilayah Pihak | ainnya;

Mengakui  bahwa peningkatan dan perlindungan penanaman noda
tersebut akan nerangsang aliran nodal dan teknol ogi antara dua
Pi hak dem Kkepentingan penbangunan ekonom ;

Juga nengakui bahwa perl akuan sama yang adil dal am penanaman noda



di perl ukan sekali wuntuk nenjaga suatu kerangka yang stabil bagi
penanaman nodal dan nenmaksi mnunkan pemanfaatan sunber-sunber
ekonom ;

Tel ah menyet uj ui sebagai beri kut:

PASAL 1
DEFI NI SI

Untuk tujuan Persetujuan ini dan kecuali yang ditetapkan
sebal i knya, kata-kata dan isitilah-istilah berikut nmemliki
pengerti an:

1. I stilah "penanaman nodal™ harus diartikan sebagai segala
bent uk aset yang ditanankan ol eh penanam nodal dan satu Pi hak
di wlayah Pihak |ainnya, yang sesuai dengan undang-undang
dan peraturan-peraturan yang berlaku dari Pi hak yang di sebut
terakhir, tetapi tidak terbatas pada:

a. saham saham atau segala bentuk lain partisipasi dalam
per usahaan- per usahaan;

b. pendapat an- pendapat an yang ditanankan kenbal i, tagihan-
tagi han atas uang atau atas hak-hak | ain yang nenpunya
nilai keuangan yang berkaitan dengan suatu penananan
nodal

C. benda- benda bergerak dan tidak bergerak nmaupun beberapa
hak | ainya seperti hipotik, hak gadai, janji dan segal a
hak- hak serupa | ainnya; seperti yang ditetapkan sesua
dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dari Pi hak
yang wi | ayahnya di mana penanaman nodal dil aksanakan;

d. hak- hak atas kekayaan industri dan intel ektual, paten
desain industri, nmerk dagang, nuhibah, keahlian dan
segal a hak-hak | ain yang sejenis;

e. konsesi - konsesi usaha yang di beri kan ol eh undang- undang

atau berdasarkan kontrak, ternmasuk konsesi-konsesi yang
ber hubungan dengan sunber daya al am
2. | stilah "pendapatan” harus diartikan jum ah yang dihasil kan
ol eh suatu penaman nodal dan termasuk yang khusus, neskipun
tidak terbatas, |aba, bunga, dan dividen-dividen;

3. | stilah "penanam nodal " harus diartikan:
(i) seseorang yang nemliki kewarganegaraan dari Pihak
t er sebut;

(ii) badan hukum yang dibentuk sesuai dengan undang-undang
pi hak tersebut, termasuk Penerintah dan badan-badan
peneri nt ah;

4. I stilah "wilayah” harus diartikan :

a. Dal am hubungan dengan Republ i k | ndonesi a:

W ayah Republik |ndonesia sebagai mana ditetapkan dal am
per undang- perundangan, ternmasuk bagi an-bagi an |andas
kontinen, Zone Ekonom Eksklusif, tanah di bawahnya
yang berdanpi ngan dengan batas terluar laut teritoria
di mana Republik Indonesia nmemliki kedaul atan, hak-hak
berdaul at atau yuri sdiksi sesuai dengan Konvensi
Perseri katan Bangsa-Bangsa tahun 1982 nengenai Hukum
Laut .



b. Dal am hubungan dengan Negara Qatar:
Wl ayah Negara Qatar termasuk laut teritorial maupun
| andas konti nen, di mana Negar a Qat ar mem | i Ki
kedaul at an sesuai dengan hukum i nternasional, hak-hak
ber daul at dan yuri sdi ksi .

PASAL 2
PENI NGKATAN DAN PERLI NDUNGAN
ATAS PENANAVAN MODAL

Masi ng- masi ng Pi hak harus nmendorong dan nenciptakan iklim
yang nengunt ungkan bagi penanaman nodal dari Pi hak |ain untuk
menanankan nodal di wlayahnya, serta nengakui penanaman
nodal tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan-
per at ur annya.

Penanaman nodal ol eh penanam nodal dari salah satu Pihak

setiap waktu harus selalu, diperlakukan secara wajar dan

sei nbang dan harus mnendapat perlindungan dan keamanan yang
menmadai di w | ayah Pi hak | ain.

Sesuai dengan hukum dan peraturan dari Para Pihak yang

berkaitan dengan keluar nasuk, ti nggal sementara dan

menpekerj akan orang asi ng;

(a) Warga negara dari salah satu Pi hak harus diperbol ehkan
untuk memasuki dan berada dalam wi | ayah Pihak |ain dan
wi l ayah maritimya untuk tujuan pendirian, penbangunan,
pengurusan, atau penberian saran nengenai pel aksanaan
penanaman nodal di mana warga negara atau penanam nodal
tersebut telah nenanankan nodal atau sunber daya
| ai nnya.

(b) Perusahaan-perusahaan yang didirikan secara sah sesuai
undang- undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di
salah satu Pihak, dan dimna penananan nodal ol eh
penanam nodal bagi Pihak ying lain, harus diperbol ehkan

untuk  menggunakan tenaga teknis dan rmanajeri al
pi | i hannya, tanpa nenperhati kan kewar ganegar aan.

Ket ent uan- ket entuan yang ditetapkan pada paragraf sebel umya

harus tidak nenpengaruhi dal am hubungan dengan kei sti mewaan-

kei sti mnewaan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada

penanam nodal dari negara ketiga dengan Dberdasarkan

kei kut sert aannya dal am beber apa perset uj uan beri kut:

(a) Persetujuan-persetujuan yang ber hubungan dengan
beberapa kesatuan pabean Yang telah ada atau yang akan
dat ang, kawasan per dagangan bebas, or gani sasi -
or gani sasi ekonomi regi onal at au per set uj uan-

per set uj uan i nternasional yang serupa.
(b) Persetujuan-persetujuan yang berkaitan sepenuhnya atau
sebagi an dengan per paj akan

PASAL 3
PENGAMBI L- ALI HAN DAN GANTI RUd

Masi ng- masi ng Pi hak tidak bol eh nmel akukan tindakan penganbil -
al i han, nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak
mlik lainnya, yang nemliki akibat yang serupa dengan



(1)

(2)

nasi onal i sasi atau penganbil-alihan, terhadap penananan nodal
dari penanam nodal Pihak |ain kecuali sesuai kondisi-kondisi
sebagai beri kut:
(a) tindakan-tindakan vyang dilakukan untuk kepentingan
hukum at au unmum dan di | akukan nel al ui proses hukum
(b) tindakan tidak berdasarkan di skrim nasi;
Ti ndakan disertai dengan ketentuan penbayaran ganti rugi
secara cepat, nenadai dan efektif. Besarnya ganti rug
tersebut harus sesuai dengan nilai harga pasar yang pantas
bagi penanaman nodal yang dianbil alih pada saat penganbil
alihan atau penberitahuannya dan harus dinilai rmnenurut
kondi si ekonom yang sehat yang berlaku sebelum ancanman
penganbi | -al i han, sebagai mana di setujui bersama antara para
Pi hak. Gant i rugi harus di bayar tanpa penundaan dan
menperol eh transfer secara bebas, dan harus nenghasilkan
bunga dari tanggal penganbil-alihan hingga tanggal penbayaran
yang di perhitungkan menurut tingkat suku bunga yang berl aku
di w | ayah di mana, penananan nodal dil aksanakan.
Dal am hal penananman nodal sal ah satu Pi hak nengal am kerugi an
di wlayah Pihak lain sebagai akibat perang atau beberapa
konfli k bersenjata |ainnya atau kerusuhan sipil atau beberapa
peristiwa serupa | ainnya, bahwa Pihak tersebut harus
menawar kan penanam nodal dari Pi hak | ain suatu perlakuan yang
ti dak kurang nenguntungkan dari yang dini kmati ol eh penanam
nodal dari negara sahabat nenurut prosedur-prosedur Pihak
tersebut yang dianbil berkaitan dengan kerugi an yang dial am
dal am penanaman nodal tersebut.

PASAL 4
PENGEMBALI AN PENANAVAN MODAL DAN PENDAPATAN

Masi ng-masi ng Pi hak harus nenperbol ehkan, dalam |ingkup
per undang- undangan dan peraturannya nengenai penananan noda
asing, Pihak lain senmua transfer yang berhubungan dengan
penanaman nodal yang di buat secara bebas dan tanpa penundaan
yang tidak jelas ke dalam dan keluar w |ayahnya. Transfer
tersebut neliputi

a. Pendapat an;

b. Hasi| dari penjualan atau |ikuidasi senmua penanaman
nodal at au bagi annya;

C. Ganti rugi menurut Pasal 3 dari perjanjian inij;

d. Penbayaran kenbali pinjaman dan bunga pinjaman yang
ber kai tan dengan penanaman nodal ;

e. Gaj i, upah dan pendapatan |ain yang diterim ol eh orang

dari salah satu Pihak terhadap pelayanan nereka bagi
penanaman nodal yang diperbol ehkan di wlayah Pihak
| ai nnya,;
f. Penbayaran  yang nmuncul dari suat u perselisi han
penanaman nodal .
Transfer tersebut harus dil akukan dal am mata uang yang dapat
di pertukarkan dan pada nilai tukar yang berlaku pada tangga
di | akukan transfer.



PASAL 5

SUBROGASI
1. Ji ka penanaman nodal dari penanam nodal salah satu Pihak
di jam nkan atas resiko non-komersil sesuai sistem khusus

subrogasi penanggung yang berdasarkan ketentuan persetujuan
pert anggungan harus di akui ol eh Pi hak | ai nnya.

2. Penanggung tidak berhak untuk nelakukan hak-hak selain dari
hak- hak yang penanaman nodal berhak unt uk nel akukan.

PASAL 6
APLI KASI KETENTUAN LAI NNYA

Ji ka ket entuan hukum sal ah satu Pi hak atau kewaji ban yang terdapat
dal am Hukum I nternasional yang ada pada saat ini atau dibuat
di masa yang akan datang antara Para Pihak sebagai tanbahan atas
Persetujuan ini nmengandung peraturan baik yang bersifat unmum
maupun khusus yang nenberikan hak pada penanaman nodal ol eh
penanam nodal Pihak |ainnya perlakuan yang |ebih menguntungkan
dari pada yang diberikan oleh Persetujuan ini, nmaka peraturan
t ersebut yang di ber| akukan.

PASAL 7
HANVBATAN

1. Persetujuan ini harus tidak nenghanbat pel aksanaan ketentuan
yang di perlukan ol eh nasing-masing Pihak bagi peneliharaan
tuntutan dan noral nmasyarakat, penenuhan kewaji bannya dal am
hubungan dengan peneliharaan penulihan perdanmaian dan
keamanan internasional, atau perlindungan bagi kepentingan
keamanannya sendiri .

2. Persetujuan ini tidak nenghanbat pihak lainnya untuk
menganbi | cara-cara khusus yang berkaitan dengan pendirian
penanaman nodal, asal kan cara-cara tersebut tidak nelanggar
setiap hak dasar yang ditetapkan dal am Persetujuan ini.

PASAL 8
PERPAJ AKAN

Sesuai dengan undang-undang dan peraturan paj aknya, mnasing-nmasing
Pi hak harus berusaha untuk nenberi kan keadil an dan kewaj aran dal am
pener apan paj ak pada penanaman nodal ol eh penanam nodal dari Pi hak
[ ai n.

PASAL 9
PENYELESAI AN PERSELI| SI HAN
ANTARA PENANAM MODAL DAN Pl HAK

1. Setiap perselisihan yang secara |angsung tinbul dari suatu
penanaman nodal antara satu Pihak dan seorang Penanam Modal
dan Pihak lain harus diselesaikan secara damai diantara
mer eka.

2. Ji ka perselisihan tersebut tidak dapat disel esai kan nenurut
ketentuan paragraf (1) Pasal ini dalam jangka waktu enam



bul an sejak tanggal permntaan tertulis bagi penyel esai an

tersebut, penanam nodal bersangkutan dapat nenyanpai kan

perselisi han tersebut kepada:

(a) Peradilan yang berwenang dan Pihak untuk nenganbil
keput usan;

(b) Pusat Penyel esai an Per sel i si han Penanaman Moda
| nt er nasi onal yang didirikan berdasarkan Konvensi
Penyel esai an Perselisi han Penanaman Mbdal antara Negara
dan Penanam Mbdal Negara Lain, yang dibuat di
Washington, D.C. pada tanggal 18 Maret 1965, |ika
Konvensi tersebut dapat di gunakan; atau

(c) Suatu peradilan arbitrase khusus.

Setiap Pihak pada perselisihan penanaman nodal yang nmemlih

satu dari cara-cara Penyel esaian Perselisihan tersebut di

atas, tidak dapat nmemlih dua cara |ain.

Peradilan arbitrase khusus yang dijelaskan dalam paragraf

2(c) harus didirikan sebagai berikut:

(a) Setiap Pihak pada suatu perselisihan harus nem|lih satu
anggota, dan dua anggota yang kemudian dipilih, harus
mem | i h anggota ketiga dengan persetujuan bersana, yang
harus merupakan seorang warga negara dari negara
ketiga, dan vyang kenudian ditunjuk sebagai Ketua
Peradi |l an ol eh kedua bel ah pihak. Sermua anggota harus
dipilih dalam jangka waktu dua bulan dari tangga
penberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak
| ai nnya yang bernmaksud untuk nenbawa perselisihan
tersebut ke peradilan.

(b) Jika dalam jangka waktu yang ditentukan pada paragraf 2
(a) tersebut di atas belum di penuhi, salah satu pihak,
jika tidak ada persetujuan |ain, dapat mem nt a
Sekretaris Jenderal Peradilan Tetap Arbitrasi di Den
Haag unt uk nenbuat penunj ukan yang di perl ukan.

(e) Peradilan arbitrase khusus harus nenganbil|l keputusannya
berdasarkan mayoritas suara Keputusan tersebut harus
final dan nengi kat secara hukum atas pihak-pi hak dan
harus dil aksanakan sesuai dengan hukum donesti k.
Keputusan dianbil sesuai dengan Kketentuan-ketentuan
dal am Persetujuan ini, hukum dari Pihak yang bertikai
dan prinsip-prinsip Hukum I nternasi onal .

Per adi | an harus nenyi apkan peraturan prosedurnya yang sesua

dengan Peraturan Arbitrase Kom si Perserikatan Bangsa- Bangsa

mengenai Hukum Per dagangan | nt ernasi onal (UNCI TRAL) .

Peradilan akan nenafsirkan keputusannya sesuai dengan

per m nt aan masi ng- masi ng Pi hak. Kecuali disetujui sebaliknya

ol en Pi hak-pi hak tersebut, tenpat arbitrase berkedudukan di

Pengadi | an Tetap Arbitrase di Den Haag (Bel anda) atau negara

| ai n sebagai mana yang di setujui Para Pi hak dal am perseli si han

penanaman nodal tersebut.

Pi hak yang terlibat dalam perselisihan, dalam setiap waktu

kapanpun juga, selama  proses arbitrase penyel esai an

persel i si han berl angsung, tidak dapat nengaj ukan kekebal annya
sebagai penbel aan atau kenyataan bahwa penanam nodal telah
menper ol eh konpensasi berdasarkan kontrak pertanggungan yang
nmel i puli seluruh atau sebagi an kerusakan atau kehil angan yang



terjadi.

PASAL 10
PENYELESAI AN PERSELI SI HAN ANTAR Pl HAK

Perselisihan antara Para Pi hak nengenai penafsiran penerapan
atau 'pengakhiran Persetujuan ini harus diselesaikan, jika
menungki nkan, nel al ui sal uran-sal uran di pl omati k.

Ji ka perselisihan bel um dapat di sel esai kan dal am j angka wakt u
enam bul an dari tanggal di nmana masal ah tersebut diajukan ol eh
Pi hak lain, perselisihan tersebut atas perm ntaan dari sal ah
satu Pi hak akan di sanpai kan kepada Peradilan Arbitrase.
Peradilan Arbitrase tersebut harus dibentuk untuk setiap
kasus tertentu sebagai berikut: Tiap-tiap Pihak harus nemlih
satu anggota, dan kedua anggota tersebut sel anjutnya nenunj uk
seorang warga negara dari negara ketiga dengan persetujuan
bersama, yang ditunjuk sebagai Ketua Peradilan. Senua anggot a
harus dipilih dalam jangka waktu dua bulan dari tangga
penberitahuan ol eh sal ah satu Pi hak kepada Pi hak | ai nnya yang
ber maksud untuk menbawa perselisi han ke peradilan. '

Ji ka dal am jangka waktu yang di sebutkan pada ayat 2 di atas
penunj ukan di maksud tidak dapat dipenuhi, salah satu Pihak
jika tidak terdapat persetujuan lain, nmemnta Presiden
Mahkamah | nt er nasi onal untuk el akukan penunjukan yang
di perl ukan. Jika ia berkewarganegaraan sal ah satu Pi hak, atau
ia tidak dapat nel akukan penunjukan tersebut, Wakil Presiden
yang bukan warga negara sal ah satu Pi hak yang akan nel akukan
penunj ukan yang di perl ukan. Jika Wakil Presiden adal ah warga
negara sal ah satu Pi hak atau dia tidak dapat mnel akukan fungsi
di maksud, anggota WMahkanmah Internasional paling senior yang
bukan warga negara sal ah satu Pi hak harus nenbuat penunj ukan
yang di per| ukan.

Per adi | an har us menganbi | keput usannya  dengan suara
mayoritas. Keputusan tersebut harus final dan nengi kat secara
hukum Para Pi hak. Keputusan yang di anbil harus sesuai dengan
ketentuan Persetujuan ini, dan prinsip Hukum | nternasional
yang berkai t an.

Peradi |l an harus nenetapkan peraturan prosedurnya sendiri.
Per adi | an har us menaf si r kan keput usannya ber dasar kan
perm ntaan sal ah satu Pi hak. Tenpat arbitrase berkedudukan di
Pengadi | an Tetap Arbitrasi di Den Haag (Belanda) atau negara
| ai n yang di setujui ol eh kedua Pi hak.

Sel ain hal -hal yang di putuskan ol eh peradilan, masing-nmasing
Pi hak harus nmenanggung biaya anggota yang ditunjuk dan
perwaki | annya dal am nengi kuti jal annya arbitrase. Biaya untuk
Ketua dan biaya tetap lain-lain harus ditanggung sama rata
ol eh Para Pi hak.

PASAL 11
PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN

Persetujuan ini harus berlaku terhadap penanaman nodal ol eh
penanam nodal dari Negara Qatar di w | ayah Republik | ndonesia
yang di perbol ehkan sebelumya sesuai dengan undang-undang



| ndonesi a at au Penanaman Mdal Asing dan setiap undang-undang
| ai nnya yang nengubah atau nmenggant i kannya, dan terhadap
penanaman nodal ol eh penanam nodal Republik Indonesia di
Wl ayah Negara Qatar yang secara khusus disetujui secara
tertulis oleh pejabat berwenang Negara Qatar sesuai dengan
undang- undang dan peraturan yang berlaku di Negara Qatar dan
undang- undang | ai nnya yang nengubah atau nmengganti kannya.

Persetujuan ini berlaku terhadap sel uruh penananman nodal yang
di | akukan sebel um at au setel ah tanggal berl akunya perset uj uan
i ni,, namun ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak
akan berlaku terhadap setiap perselisihan, tuntutan atau
per bedaan yang nuncul sebel um nmasa berl aku Perset uj uan i ni

PASAL 12
KONSULTASI DAN PERUBAHAN

Masi ng- masi ng pi hak dapat nem nta diadakannya konsultasi
mengenai setiap nasalah yang nenyangkut Persetujuan ini.
Pi hak | ain harus menberi kan pertinbangan sinpati k atas usul an
tersebut dan nmengupayakan kesenpatan yang nenmadai untuk
mel akukan konsul tasi tersebut.

Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap
perl u dengan kesepakat an bersana.

PASAL 13
MJULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHI RAN

Persetujuan akan mulai berlaku tiga puluh hari setelah
tanggal penerinaan penberitahuan terakhir dimana Para Pihak
telah nenberitahukan satu sama |ain bahwa persyaratan
konstitusional wuntuk nmenberlakukan Persetujuan ini telah
di penuhi .

Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu sepul uh (10O
tahun dan akan berlaku seterusya kecuali salah satu Pihak
menberitahukan secara tertulis kepada Pihak |ainnya akan
kei ngi nannya wuntuk nengakhiri Persetujuan ini satu tahun
sebel um ber akhi rnya Persetujuan ini

Berkai tan dengan penananan nodal yang dilakukan sebel um
tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan
dal am Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu
sel ama sepul uh (10) tahun terhitung sejak tanggal pengakhiran
Per set uj uan i ni .

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa

penuh
Per se

ol eh Peneri nt ah masi ng-nmasing tel ah nmenandat angan
tujuan ini.

Dl BUAT di Doha pada tanggal 13 Miharram 1422 H yang sesuai dengan

t angg
babas

al 18 April 2000 dal am dua rangkap asli nasing-masing dal am
a I ndonesia, Arab dan Inggris, masing-nmasi ng naskah nenpunyai

kekuat an hukum yang sama. Dal am hal terjadi perbedaan penafsiran
naskah dal am bahasa | nggri s yang berl aku.

UNTUK PEMERI NTAH



REPUBLI K | NDONESI A,

Dr. ALW SH HAB
M nister for Foreign Affairs

UNTUK PEMERI NTAH NEGARA QATAR

HAMAD BI N JASSI M BI N JABBOR
AL THANI
M ni ster of Foreign Affairs

AGREENMENT
BETWEEN
THE GOVERNVENT OF THE REPUBLI C OF | NDONESI A
AND
THE GOVERNVMVENT OF THE STATE OF QATAR
FOR
THE PROMOTI ON AND PROTECTI ON OF | NVESTMENTS

The Governnent of the Republic of Indonesia and the Governnent of
the State of Qatar, hereinafter referred to as the "Contracring
Parties";.

Desiring to strengthen Econom c Cooperation' between the two
States particularly with respect to investnment by investors of one
Party in the territory of the other Party;

Recogni sing that the pronotion and protection of these investnents
will stinmulate the flow of capital and technol ogy between the two
Contracting Parties in the interest of econom c devel opnent.

Al so recognising that fair equitable treatnent of investnent is
desirable in order to maintain a stable framework for investnent
and maxi num effective utilization of econom c resources.

have agreed as foll ows:

ARTI CLE 1
DEFI NI TI ONS

For the purpose of this Agreenment and unless stated ot herw se, the
following words and terns shall have the correspondi ng neani ngs :

1. The term "investnments” shall nmean any kind of asset Invested
by investors of one Contracting Party in the territory of the
other Contracting Party, in conformty with the laws and

regul ations of the latter including, but not exclusively:

(a) stocks or any other formof participation in conpanies;

(b) returns reinvested, clainms to noney or other rights
having financial value relating to an investnent;

(c) novable and inmmovable nonies as well as any other



rights such as nortgages, liens, pledges and any
simlar right, as defined in conformty with the |aws
and regulations of the Party in whose territory the
property is situated;

(d) industrial and intellectual Property rights, patents,

i ndustrial designs, trademarks, goodw ll, know how and
any other simlar rights.

(e) business concessions conferred by law or under
contracting, including the concessions related to
nat ural resources.

The term "return" shall mean the anounts vyielded by an

i nvest nent and i ncl udes in particul ar, t hough not

exclusively, profits, interest, and dividends.

The term"investor" shall mean:

(a) natural person having the nationality of t hat
Contracting Party;

(b) legal person constituted wunder the Jlaw of that
Contracting Party, including Governnment and Governnent

agenci es.
The term"territory” neans:
a. In respect of the Republic of Indonesia:

The territory of the Republic of Indonesia as defined in
its laws, including parts of the continental shelf, the
Excl usi ve Econom c Zone, subsoil adjacent to the outer
l[imt of the territorial seas over which the Republic
of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or
jurisdiction in accordance with the 1982 United Nations
Convention on the Law of the Sea.

b. In respect of the State of Qatar:
The territory of the State of Qatar including the
territorial sea as well as the continental shelf, over
which the State of Qatar exercises sovereignty in
accordance with international |aw, sovereign rights and
jurisdiction.

ARTI CLE 2
PROMOTI ON AND PROTECTI ON OF | NVESTMENTS
Ei t her Contracting Party shall encourage And create
favourabl e conditions for investors of the other Contracting
Party to invest in its territory, and shall admt such

capital in accordance with its |aws and regul ati ons.

| nvestments of investors of either Contracting Party shall at

all tinmes be accorded fair and equitable treatnent and shal

enj oy adequate protection and security in the territory of
the other Contracting Party.

Subject to the laws and regulations of the parties relating

to the entry, sojourn and enpl oynent of aliens;

(a) Nationals of ei t her Contracting Party shall be
permtted to enter and to remain in the territory of
the other Contracting Party and its maritime area for
t he purpose of establishing, devel oping, admnistering
or advising on the investnent operations in which those
nationals or investors have contributed in their



capital or other resources.

(b) Conpanies which are legally constituted under the
applicable laws and regulations of one Contracting
Party, and which are investnents of investors of the
other Contracting Party, shall be permtted to engage
managerial and technical personnel of their choice,
regardl ess of nationality.

The provisions stipulated in the previous paras shall have

not effect in relation to the privileges granted by either

Contracting Party to the investors of a third party state by

virtue of its participation in any of the follow ng

agreenent s:

(a) Agreenents relating to any existing or future custons
uni ons, free trade zones, r egi onal econom ¢
organi zations or simlar international agreenents;

(b) Agreenents relating wholly or mainly to taxation

ARTI CLE 3
EXPROPRI ATI ON AND COVPENSATI ON

Each Contracting Party shall not take any neasures of
expropriation, nationalization or any other dispossession,
having effect equivalent to nationalization or expropriation
against the investnments of an investor of the other
Contracting Party except under the follow ng conditions:
(a) the neasures are taken for a |lawful purpose or public
pur pose and under process of | aws;
(b) the neasures are non-discrimnatory;
The neasures are acconpani ed by provision for the paynent of
pronpt, adequate and effective conpensation. The said
conpensation shall be equivalent to the real market value for
the expropriated investnent at the time of its expropriation
or its declaration and shall be estimated in accordance wth
a normal econom c situation prevailing prior to any threat of
expropriation, as nmutually agreed between the parties hereto.
The conpensation due shall be paid wi thout delay and enjoys
free transfer, and it shall produce interest fromthe date of
di spossession until the date of paynent to be calculated in
accordance with the interest rate prevailing in the territory
where the investnent is nade.
In case the investnents of either Contracting Party sustain
loses in, the territory of the other party as a result of war
or any other arned conflict or civil riots or any other
simlar events, that Contracting Party shall offer the
investors of the other Contracting Party a treatnent not |ess
favourable than that enjoyed by investors of the nost
favoured state pursuant to the procedures of that Contracting
Party which it adopts in connection with losses inflicted on
t hese investnents.

ARTI CLE 4
REPATRI ATI ON OF | NVESTMENT AND RETURNS

Each Contracting Party shall permt, within the scope of its



| aws and regul ati ons concerning foreign investnent, the other
Contracting Party all transfers related to its investnents to
be made freely and wi thout unreasonable delay into and out of
its territory. Such transfer include:

(a) Returns;

(b) Proceeds from the sale or |liquidation of all the
i nvestnent or part thereof;

(c) Conpensation pursuant to Article 3 of this Agreenent;

(d) Repaynent  of loan and interests from loans in
connection with investnent;

(e) Salaries, wages, and other renunerations received by

the natural person of one Contracting Party against
their services for a licensed investnment in the
territory of the other party;
(f) Paynents arising froman investnment dispute.
2. Such transfer shall be nmade in the convertible currency and
at the prevailing exchange rate on the date of transfer.

ARTI CLE 5
SUBROGATI ON

1. |f the investnent of an investor of one Contracting Party is
i nsured agai nst non-commercial risks under a special system
any subrogation of the insurer which stens fromthe terns of
the insurance agreenent shall be recognized by the other
Contracting Party.

2. The insurer shall not be entitled to exercise any rights
other than the rights which the investor would have been
entitled to exercise.

ARTI CLE 6
APPL| CATI ON OF THE OTHER PROVI SI ONS

If the provisions of Jlaw of <either Contracting Party or
obligations wunder International Law existing at present or
est abl i shed hereafter between the Contracting Parties in addition
to the present Agreenent contain a regulation whether general or
specific, entitling investnments by investors of the other
Contracting Party to a treatnent nore favourable, than is provided

for by the present Agreenent, such regulations shall, to the
extent that it is nore favourable, prevail over the present
Agr eenent .

ARTI CLE 7

PRECLUSI ON
1. This Agreenent shall not preclude the application by either

Contracting Party of neasures necessary for the maintenance
of public order and norals, the fulfillnment of its obligation
with respect to the rmaintenance of restoration of
international peace and security, or the protection of its
own essential security interests.

2. This Agreenent shall not preclude either Party from adopting
special procedures in connection with the establishnent of



i nvestnents, provided that such procedures shall not violate
any of the basic rights stipulated in this Agreenent.

ARTI CLE 8
TAXATI ON

In accordance with its tax laws and regul ati ons, each Contracting
Party should strive to accord fairness and equity in the tax
treatnent of investnment of investors of the other Contracting
Party.

ARTI CLE 9
SETTLEMENT OF DI SPUTES BETWEEN A CONTRACTI NG PARTY
AND AN | NVESTOR OF THE OTHER CONTRACTI NG PARTY

1. Any |l egal dispute arising directly froman investnent between
either Contracting Party and an investor of the other
Contracting Party shall be settled am cably anong t hensel ves.

2. If such disputes cannot be settled according to the
provi sions of paragraph (1) of this Article within six nonths
from the date of request in witing for settlenment, the
i nvestor concerned may submit the dispute to:

(a) to the conpetent court of the Contracting Party for
deci si on;

(b) the International Center for the Settlenent of
| nvest ment Di sputes established under the Convention on
the Settlement of Investnent D sputes between States
and Nationals of O her States, of Mirch 18, 1965 done
in Washington, D.C. if this Convention is applicable;
or

(c) an Ad Hoc Arbitral tribunal.

Either party to the investnent dispute who chooses one of the

above nentioned ways of the Settlenent of D spute, can not

choose the two ot her ways.

3. The Ad Hoc Arbitral Tribunal specified under paragraph 2(c)
shall be established as foll ows:

(a) Each party to the dispute shall appoint one arbitrator,
and the two arbitrators thus appointed, shall appoint
by mutual agreenent a third arbitrator, who mnmust be a
citizen of a third country, and who shall be designated
as Chairman of the Tribunal by the two parties. Al the
arbitrators nust be appointed within two nonths from
the date of notification by one party to the other
party of its intention to submt the dispute to
arbitration.

(b) If the periods specified in paragraph 2 (a) herein
above have not been respected, either partr, in the
absence of any other agreenent, shall invite the
Secretary General of the Permanent Court of the
Arbitration at the Hague to nake the necessary
appoi nt ment s.

(c) The Ad Hoc Arbitral Tribunal shall reach its decisions
by a majority of votes. These decisions shall be fina



and legally binding upon the parties and shall be
enforced in accordance with the donestic |law. They
shall be taken in conformity wth the provisions of
this Agreenent, the laws of the Contracting Party to
the di spute and the principles of International Law
The Tribunal shall set its rules of procedure in conformty
with the Arbitration Rules of the United Nations Conmm ssion
for International Trade Law (UNCI TRAL).
It shall interpret its award at the request of either party.
Unless other w se agreed by the parties, the venue of
arbitration is the seat of the Permanent Court of Arbitration
at the Hague (Netherlands) or any other country as agreed
upon by the parties in the investnment dispute.
The Contracting Party which a party to the dispute shall, at
no time what soever during the procedures involving investnent
di sputes, assert as a defence its immunity or the fact that
the investor has received conpensation under an insurance
contract covering the whole or part of the incurred damage or
| oss.

ARTI CLE 10
SETTLEMENT OF DI SPUTES
BETWEEN THE CONTRACTI NG PARTI ES

D sputes between the Contracting Parties relating to the
interpretation, application or termnation of this Agreenent
shal |l be settled, if possible, by diplomtic channels.

| f the dispute has not been settled within a period of six
nmonths fromthe date on which the matter was raised by either
Contracting Party, it my be submtted at the request of
either Contracting Party to an Arbitral Tribunal.

The said Tribunal shall be created as follows for each
speci fic case:

each Contracting Party shan appoint one arbitrator, and the
two arbitrators thus appointed shall appoint by nutua
agreenent a citizen of third country, who shall be designated
as Chairman of the Tribunal Al the arbitrators nust be
appoi nted within two nonths fromthe date of natification by
one Contracting Party to the other Contracting Party of its
intention to submt the dispute to arbitration.

If the period specified in paragraph (2) above has not been
respected, either Ccntracting Party in the absence of any

ot her  Agreenent, shal | invite the President of the
International Court of Justice to mnmke the necessary
appointnments. If the President is a citizen of either

Contracting Party, or if he is otherwise prevented from
di scharging the said function, the Vice President who is not
a citizen of either Contracting Party, shall rmake the
necessary appointnents. If the Vice-President is a citizen of
either Contracting Party or if he is also prevented from
di scharging the said function, the nmenber of the Court next
in seniority who is not a citizen of either Contracting Party
shoul d make the necessary appoi nt nents.

The Tribunal shall reach its decision by a majority of votes.



These decisions shall be final and l|egally binding upon the
Contracting Parties. They shall be taken in conformty with
the provisions of this Agreenent, and the related principles
of International Law.

The Tribunal shall set its own rules of procedure. It shal
interpret its award at the request of either Contracting
Party. The venue of arbitration is the seat of the Permanent
Court of Arbitration at the Hague (Netherlands) or any ot her
country agreed upon by both Contracting Party.

Unl ess otherwi se decided by the Tribunal, each Contracting
Party shall bear the cost of the arbitrator it has appointed
and of its representation in the arbitral proceedings. The
cost of the Chairman and the renaining costs shall be borne
in equal parts by the Contracting Parties.

ARTI CLE 11
APPLI CABI LI TY OF TH S AGREEMENT

This Agreenent shall apply to investnents by investors of the
State of Qatar in the territory of the Republict of Indonesia
whi ch have been previously granted adm ssion in accordance
with the Indonesian law of foreign investnment and any |aw
anending or replacing it and to investnents by investors of
the Republic of Indonesia in the territory of the State of
Qatar which have been specifically approved in witing by
competent authorities of the State of Qatar in accordance
with the applicable laws and regulations of the State of
Qatar and any | aws anmendi ng or replacing them

This Agreenent shall apply to all investnents whether nade
before or after the date of entry into force of this
Agreenent, but the provisions of this Agreenment shall not
apply to any dispute, claimor difference which arose before
its entry into force.

ARTI CLE 12
CONSULTATI ON AND AMENDMVENT

Either Contracting Party may request that consultations be
hel d on any matter concerning this Agreenent. The other Party
shal |l accord synpathetic consideration to the proposal and
shal | afford adequate opportunity for such consultations

This Agreenent nmay be anended at any tine, if deened
necessary by nutual consent.

ARTI CLE 13
ENTRY | NTO FORCE, DURATI ON AND TERM NATI ON

This Agreenent shall enter into force on the thirtieth day
after the date of receipt of the later notification by which
the Contracting Parties have notified each other that their
constitutional requirenents for the entry into force of this
Agr eenent have been fulfill ed.

This Agreenent shall remain in force for a period of ten (10)
years and shall continue in force thereafter, unless either



Contracting Party notifies the other in witing of its
intention fo termnate this Agreenent one year before its
expiration.

Wth respect to the investnents nade prior to the date of
termnation of this Agreenent, the provisions of this
Agreenent shall continue to be effective for a period of ten
(10) years fromthe date of term nation.

IN WTNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by
their respective governnents, have signed this Agreenent.

Done at Doha on this 13 day of Moharram 1420 H corresponding to 18

2000 in two originals each in the Indonesians, Arabic and

Engl i sh | anguages, each texts being equally authentic. In case of
any di vergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLI C OF | NDONESI A THE STATE OF QATAR
ttd. ttd.
Dr. ALW SH HAB HAMAD BI N JASSI M BI N JABBOR
M nister for Foreign Affairs. ALTHANI

M ni ster of Foreign Affairs



